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Sejalan dengan penetapan pembangunan ekonomi sebagal prioritas utama pembangunan pada masa Orde
Baru, pada tahun 1994 Indonesia mulai melaksanakan eraindustrialisasi. Dalam implementasinya,
kegandrungan terhadap pembangunan industri ternyata telah mengabaikan kebutuhan pembangunan sektor-
sektor lainnya. Masalah sosial dan ekonomi yang serius pun timbul, seperti ketidakmerataan pendapatan dan
kekayaan serta pengangguran.

Bagi sebagian masyarakat, kesempatan untuk berusaha semakin sempit dan mata pencaharian mereka
menghilang karena kesalahan manajemen dari kegiatan industri yang mengabaikan pertimbangan sosia
budaya dan lingkungan. Program diversifikasi industri pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) 11 dan IV
telah mendorong tumbuhnya industri-industri kimia seperti pulp, kertas, rayon, pupuk, semen, dan industri
petrokimia. Masing-masing jenis pembangunan tersebut memiliki konsekuensi terhadap lingkungan
(Heroepoetri, 1994: 76-80).

Semua kegiatan tersebut tentunya memerlukan aturan-aturan hukum untuk menjamin keseimbangan
sumberdaya alam yang ada dengan aktivitas-aktivitas manusia yang menggangunya. Sayangnya, gegap
gempita pembangunan industri tersebut tidak diikuti dengan tersedianya perangkat pengawasan terhadap
pencemaran yang menyeluruh. Di tengah masih terdapatnya berbagai kekosongan hukum lingkungan ini,
kendala utamanya adalah bagaimana agar para pelaku industri tersebut mentaati (compliance) peraturan
yang ada, dan bagaimana hukum yang ada dapat ditegakkan (enforcement).

Salah satu pihak yang diharapkan dapat berperan serta dalam upaya penegakan hukum lingkungan di tengah
kondisi masih terdapatnya berbagai kekosongan hukum lingkungan tersebut ialah lembaga swadaya
masyarakat (LSM). Hal ini sgjalan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1982 tentang

K etentuan-K etentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan ruang bagi lembaga swadaya masyarakat
untuk berperan sebagai penunjang dalam pengel olaan lingkungan hidup.

Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tersebut, hak, kewajiban, dan peran masyarakat mendapatkan pengakuan.
Hal tersebut tercantum dalam Bab I11 yang terdiri dari Pasal 5, 6, dan 7. Sedangkan dalam UU yang berlaku
sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 1982, peran serta masyarakat juga mendapatkan pengakuan

sebagai mana tercantum dalam Pasal 6 dan 19.
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